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BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATORAN BOPATI BONDOWOSO 
NOMOR 4 7 TAHON 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PEROBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA 

BOPATI BONDOWOSO, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 7, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 7; 

Mengingat : 1. Ondang-Ondang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
19) sebagaitnana telah diubah dengan Ondang-Ondang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Ondang-Ondang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Ondang-Ondang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Ondang-Ondang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Ondang-Ondang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Ondang-Ondang ... 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan · Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4078); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan. Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15.Peraturan ... 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5351); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

23.Peraturan ... 

PARAF KOORDINASI 
AD Kaba 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5864); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan .dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan · Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentuk~n Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82); 

27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 253); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentan_g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2017; 

32.Peraturan ... 

PARAF KOORDINASI 
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32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2016 
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07 /2017 
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 
3 Seri E); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 
3 Seri A); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 
2010 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 
Nomor 1 Seri C); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 
Nomor 2 Seri C); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 
2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 
Nomor 3 Seri C); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bondowoso .Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2011 Nomor 8 Seri E); 

42.Peraturan ... 

PARAF KOORDINASI 
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42. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso 
(Lembaran .. Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 
Nomor 3); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 10); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
201 7 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 
201 7 ten tang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 8); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2017 Nomor 9); 

49. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 
Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
201 7 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 201 7 
Nomor 28); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2017. 

Pasal 1 ... 

D Kaba 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 semula 
berjumlah Rp. 1. 998. 780.873.830, 16 bertambah sejumlah 
Rp. 5.565.956.679,22 sehirigga menjadi Rp. 2.004.346.830.509,38 dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan 
a. Semula 

b. Bertambah/ (Berkurang) 

Rp. 1.997.934.331.830,16 
(Rp. 104.943.221.616,41) 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.892.991.110.213,75 

2. Belanja 
a. Semula 
b. Bertambah/ (Berkurang) 

Rp. 1.998.780.873.830,16 
Rp. 5.565.956.679,22 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.004.346.830.509,38 

Defisit setelah Perubahan Rp. (111.355. 720,295.63) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 10.846.542.000,00 

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 110.509.178.295,63 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 

b. Pengeluaran 
Jumlah Pengeluaran tetap sebesar 

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan 
Rp. 
Rp. 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan 

Pasal 2 

121.355. 720.295,63 

10.000.ooo.ooo,oo 
111.355. 720.295.63 

Rp. 0.00 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 ... 

PARAF KOORDINASI 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Ditetapkan di Bondow 1so 

pada tanggal 31 Ag stus 201 7 

oso, L 
{ AMIN SAID HUSNI 

Diundangkan di Bondowoso 

pada tanggal 31 Agust 1 7 

RAH KABUPATEN BONDOWOSO, 

l HIDAYAT 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 48 

PARAF KOORDINASI 


